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AN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Jawa Besar yang memeriksa dan
ingkat pertama dalam sidang Majelis

sebagai berikut dalam perkara Cerai

melawan

TRMOHO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di dahulu
tempat tinggal di [ N R
. Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, saat
ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia

(ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis serta para saksi di persidangan;
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surat permohonannya tertanggal 26

' permohonan Cerai Talak yang terdaftar

a Sumbawa Besar dengan register

PA.Sub., tanggal 26 November 2018,

lenga R-tlali s@bagai berikut:

glstus 2002, Pemohon dengan Termohon

@ng dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

atan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa,

ari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
oft =7 13 Agustus 2002 ;

el antara Pemohon dengan Termohon tinggal di

ohon sendiri di Dusun Berang Rea, Desa semamung,
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama Lebih Kurang 3
bulan, kemudian pindah ke Rumah orang Tua Pemohon di Dusun Lito
A, Rt.003 / Rw.003, Desa Lito, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten
Sumbawa sampai bulan April tahun 2017.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2
(Dua) orang anak yang bernama :

1. Anak Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun, bejenis
kelamin perempuan, kelas 1 SMA.

2. Anak Pemohon dan Termohon, Umur 3 Tahun, berjenis
kelamin Laki laki, belum sekolah.
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Awal bulan Agustus Tahun 2003 kehidupan
dengan Termohon mulai tidak harmonis
Ahtara Pemohon dengan Termohon yang
ngga yang sulit untuk dirukunkan lagi
ohon meninggalkan Pemohon Pergi dari
sebagai suaminya.

April tahun 2017 berturut-turut hingga
inggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon

Selama itu Termohon tidak pulang dan

temannya,;

7. Bahwa puncak dari Pertengkaran tersebut pada pertengahan Bulan
April Tahun 2017 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat
tinggal dengan Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi
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@saikan permasalahan antara Pemohon
ir seluruh biaya yang timbul akibat

alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
gt : 7 Agama Sumbawa Besar cg. Majelis

-5 ie

ini berkenan memutuskan sebagai

fPemohon ;
Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak

didepan persidangan Pengadilan Agama

3. Biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara

ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) Nomor 1028/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 29 November
2018 dan 31 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon
telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Rasesa
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A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua
Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/12/VI1/2002,
tanggal 13 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Bukti

surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,
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an aslinya, telah bermeterai cukup,
\ kemudian oleh Ketua Majelis bukti
tode P.2, (bukti P.2) ;

angan Ghaib Nomor : 673/140/X1/2018
2018 atas nama Termohon yang
Desa Lito, Kecamatan Muyo Hulu,
ti surat tersebut telah diperiksa dan
/&, ternyata sesuai dengan aslinya, telah
v@gellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua

diparaf dan diberi kode P.3, (bukti P.3) ;

€ ohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan
erjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa
Lito Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena

saksi Paman Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai

pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

dengan orang tua Pemohon;
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nohon pergi meninggalkan Pemohon,
efigan anaknya yang pertama;

nah mendengar dan melihat Pemohon

2. Saksi 2 Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.02 Desa
Lito Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai
pasangan suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;
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hah tangga Pemohon dan Termohon

un sekitar tahun 2017 Termohon pergi

pertengkar atau berselisih dengan

on pergi meninggalkan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga mencari tahu tempat
dan keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat
didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan
mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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IBANGAN HUKUM
d dan tujuan permohonan Pemohon
&@n di atas;
hari sidang yang telah ditetapkan,
sendiri  di  persidangan, sedangkan
ddap di persidangan dan tidak pula
sanya yang sah untuk menghadap di
ula bahwa ketidakdatangannya tersebut
sah, maka Majelis Hakim patut
yang telah dipanggil secara resmi dan
ap di persidangan;
a Termohon tidak dikenal atau tidak diketahui
ecara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, oleh karena itu, maka Termohon dipanggil dengan cara
diumumkan melalui mass media melalui Radio Rasesa Kabupaten
Sumbawa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 718 (3) R.Bg.;
Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan
diputus secara verstek;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
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i Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

arena dalam persidangan perkara ini
bRon sedangkan pihak Termohon tidak

dsi sebagaimana diatur dalam PERMA

harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan
Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon meninggalkan
Pemohon Pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sebagai suaminya,
bahwa sejak pertengahan bulan April tahun 2017 berturut-turut hingga
sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon
dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil

permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3
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Tahun 200 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta
Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti
tertulis, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang
sah, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
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Disclaimer

Remohon dan Termohon merupakan pihak
Kara ini (persona standi in judictio);

bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan
goal terakhir Termohon sebelum pergi
pukti  tersebut menjelaskan  yang
dlah pergi dari kediaman bersama dan
fdak diketahui lagi tempat tinggalnya di
Igga alat bukti tersebut dapat dijadikan

tidak tinggal di alamat tersebut;

perceraian engan alasan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
maka kepada Pemohon tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga
dekat atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut sudah dewasa
dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan

yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan
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siHakim menilai kesaksian 2 (dua) orang
syarat materiil alat bukti saksi
al 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga

untuk membuktikan kebenaran dalil-

/ - an Termohon adalah suami isteri yang sah sejak

3 AfUstus 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/12/VIII/2002, tanggal 13 Agustus
2002;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu Termohon pergi
meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon

tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
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on dan Termohon pisah tempat tinggal
salah satu pihak meninggalkan pihak

dibenarkan secara hukum;

tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat
ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian,
daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an

Surah Al Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1028/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



\¢
. Ade fe aa el 55 BT, 25083

? azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka
7 a Mendengar lagi Maha Mengetahui.

itu, dalam ikatan perkawinan, suami
dan langkah yang bersifat mutualistis,
) hormat), mutual help (saling bantu
(saling bekerja sama), mutual inter-
ifgan) dan mutual understanding (saling
gfam perkawinan antara Pemohon dan
Jah tidak terjadi, dengan demikian Majelis
\ & rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
z lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat
Eliln.’!ﬂﬂ‘ hubungan keluarga, maka perceraian merupakan
pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan

goidah fighiyah yaitu :

Artinya @ “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung
madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil
madlaratnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil
yang termaktub dalam Kitab Muhadhzab Il Halaman 177, yang
selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
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a perkawinan Pemohon dan Termohon
hkdown), sehingga alasan permohonan
rmohon telah memenuhi unsur-unsur

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, maka talak yang akan diikrarkan / dijatuhkan Pemohon terhadap
Termohon adalah talak satu raj'i, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana akan disebutkan dalam diktum
putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Peradilan Agama, maka biaya perkara

all dari peraturan perundang-undangan

aflg berkenaan dengan perkara ini;

Pemohon dengan verstek;

ohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto,
S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
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Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

. Amiruddin, S.H.

30.000,00
50.000,00
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